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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh masyarakat adalah bertahan hidup 

atau mempertahankan kelangsungan hidupnya di dalam suatu lingkungan tertentu. 

Masyarakat harus memiliki perkerjaan maupun usaha untuk hidup di dalam 

lingkungan tersebut. Hidup dari lingkungannya berarti mampu menyerap dan 

memanfaatkan sumber daya yang terdapat pada lingkungannya tersebut untuk 

mempertahankan kelangsungan hidupnya. 

Aktivitas perekonomian pada kehidupan masyarakat bertujuan untuk 

menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dan 

anggotanya, selain itu berfungsi untuk mendayagunakan lingkungan guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manusia tidak terlepas dari orang lain 

untuk saling beradaptasi dan berinteraksi satu sama lain. Salah satu tujuan 

manusia berinteraksi dengan orang lain adalah untuk saling melengkapi 

kebutuhan masing-masing manusia 

Pedagang kaki lima atau yang biasa disebut PKL adalah istilah untuk 

menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Saat ini istilah pedagang 

kaki lima juga digunakan untuk sekumpulan pedagang yang menjual barang 

dagangannya di tepi-tepi jalan umum, trotoar, yang jauh dari kesan rapi dan 

bersih. Pengertian dari pedagang kaki lima itu sendiri adalah seseorang yang 

berdagang dengan modal relatif kecil di bidang produksi dan penjualan barang-

barang untuk memenuhi kebutuhan dan dilakukan di tempat-tempat yang 

dianggap strategis. Pada umumnya pedagang kaki lima adalah self-employed, 

yaitu mayoritas pedagang kaki lima hanya terdiri dari satu tenaga kerja. 



2 
 
  

Keberadaan pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk usaha sektor 

informal, sebagai alternatif lapangan pekerjaan bagi kaum urban. Lapangan 

pekerjaan yang semakin sempit ikut mendukung semakin banyaknya masyarakat 

yang bermata pencaharian sebagai pedagang kaki lima. 

 Keberadaan PKL telah membuka lapangan pekerjaan sehingga angka 

pengangguran dapat ditekan dan keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat kelas 

bawah karena harga yang relatif lebih murah dari toko atau restoran modern. 

Namun keberadaan PKL selain menguntungkan juga mendatangkan permasalahan 

baru. Kegiatan para PKL dianggap sebagai kegiatan liar karena penggunaan ruang 

tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga mengganggu kepentingan umum. 

Seperti kegiatan pedagang kaki lima (PKL) yang mengunakan trotoar dan jalan 

atau badan jalan sebagai tempat berdagang, pemasangan reklame yang 

sembarangan, perilaku buang sampah sembarangan dan perilaku menyeberang 

jalan sembarangan. 

 Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil terkadang hanya 

merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai 

imbalan atau jerih payahnya. Kegiatan pedagang kaki lima di pasar baru talang 

banjar sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha 

perdagangan sektor informal merupakan bagian integral ekonomi rakyat yang 

mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur 

perekonomian daerah yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan.   

 Di Pasar baru Talang Banjar Kota Jambi merupakan salah satu tempat 

paling ramai banyak PKL berjualan di tepi trotoar, di Pintu masuk, dan dijalan 

area pasar begitu ramai dan banyak target konsumen tetapi yang menjadi kendala 

adalah jalanan banyak orang berlalu lalang, ditambah lagi hak-hak pengguna jalan 



3 
 
  

diambil oleh PKL. Trotoar yang seharusnya hanya boleh digunakan untuk pejalan 

kaki, justru penuh dengan keberadaan PKL 

 Sebernarnya pemerintah telah memberikan tempat berdagang khusus 

bagi PKL di area pasar baru talang banjar di Blok Auning namun pedagang masih 

ada yang melanggar berjualan di area jalan pasar ,parkiran dan sekitar pintu 

masuk Pasar dengan beralasan tempat yang disediakan tidak strategis. 

 Dengan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa Implementasi dari 

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016 tentang  Penataan dan 

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima belum dapat berjalan dengan baik. Dalam 

realisasinya di kawasan para PKL berjualan di area  yang tidak ditentukan dan 

menduduki tempat yang dilarang yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota 

Jambi tersebut. Faktor penyebab Peraturan Daerah ini tidak dapat berjalan karena 

antara Pemerintah Kota Jambi dan para PKL belum menemukan titik temu 

terhadap penyelesaian dari permasalahan Implementasi Peraturan Daerah Kota 

Jambi ini.  

 Untuk itu usaha untuk menertibkan PKL tentunya perlu mendapat 

dukungan kuat dari berbagai pihak, terutama PKL karena jika mereka diberikan 

pemahaman yang baik tentang kesadaran hukum, memberikan jaminan kepastian 

usaha dan memfasilitasi agar usaha yang mereka rintis dapat berkelanjutan maka 

mereka akan mentaati perda. Artinya upaya untuk menertibkan para PKL yang 

ada di suatu daerah sesuai dengan Perda didaerah tersebut tersebut, pemda 

melibatkan masyarakat terutama para PKL yang akan ditertibkan. Pemerintah 

tidak langsung menggunakan otoritasnya dengan menggusur secara paksa para 

PKL Tetapi melalui pendekatan dan sosialisasi kepada para PKL sampai mereka 
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mengerti dan memahami program pemerintah tersebut, sehingga para PKL 

tersebut bersedia untuk direlokasi tanpa adanya paksaan dan penggusuran. 

Dari hasil observasi awal peneliti di kawasan pasar Baru Talang Banjar 

Kota Jambi dengan wawancara langsung kepada petugas Pengelola pasar disana 

pada tanggal 25 Febuari 2021. Didapatkan informasi sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Jumlah PKL Pasar Baru Talang Banjar Tahun 2020 

No Jenis dagangan Jumlah Jam Buka Jam Tutup 

1 Cabe 14 05.00 12.00 

2 Sayur  14 05.00 13.00 

3 Bumbu 9 05.00 13.00 

4 Santan Kelapa 9 05.00 13.00 

5 Ayam 13 04.00 13.00 

6 Ikan  17 04.00 13.00 

7 Bunga  6 07.00 13.00 

8 Bawang  10 04.00 13.00 

9 Tahu Tempe 8 04.00 13.00 

10 Makanan  13 05.00 13.00 

Sumber: Pengelola Pasar 

Dari uraian di atas terlihat bahwa pedagang makanan yang berjumlah 

13 pedagang sering menjual dagangannya lebih cepat dari yang lain yaitu pada 

pukul 04.00 WIB. Hal ini terjadi dikarenakan pasar sudah dibuka sejak subuh 

hari dan banyak pembeli berdatangan pada waktu tersebut.. Sedangkan untuk 

pedagang kaki lima yang menjual bunga  berjumlah 6  lapak ini telah 
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membuka lapak dagangannya pada pukul 07.00 WIB.  Selain informasi yang 

diatas, Penulis juga mendapatkan informasi lainnya yang menyangkut 

kegiatan penataan dan pemberdayaan pedagang sebagai berikut : 

Tabel 1.2 

Kegiatan Pengelola Pasar Baru Talang Banjar Kota Jambi 

No Kegiatan Pelaksaan Ket 

1 Penarikan Uang Retribusi dan Kebersihan Setiap hari  

2 Sosialisasi dan Pemberdayaan pedagang kaki 

lima 

1 bulan 

sekali  

 

3 Penertiban Kondisional  

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa pemerintah selalu meminta uang 

Retribusi dan kebersihan setiap hari.  Penataan juga disosialisasikan setiap 

sebulan sehari namun kenyataannya masih banyak juga pedagang yang tidak 

mematuhi sosialisasi tersebut. Hal ini terlihat dari banyak pedagang yang 

berjualan tidak pada tempatnya atau tidak kepatuhan dan  pedagang juga 

masih suka berdagang di jalan di dalam pasar.  Dari hal tersebut maka penulis 

tertarik untuk melakukan Penelitian yang  judul: “Pengaruh Tingkat 

Kepatuhan Hukum Pedagang Kaki Lima Terhadap Peraturan Daerah 

Kota Jambi Nomor 12 Tahun 2016  Di Kawasan Pasar Baru Talang 

Banjar  Kota Jambi.” 
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1.2 Indentifikasi Masalah 

1. Tidak semua pedagang kaki lima di pasar baru talang banjar menepati 

lokasi berjualan yang telah disediakan 

2. Pedagang kaki lima masih banyak berjualan di tempat yang dilarang 

1.3 Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya persoalan yang timbul serta terbatasnya 

kemampuan penulis baik segi waktu, tenaga, dan materi maka penulis 

membatasi masalah pada penelitian berikut : 

1. Tingkat Kepatuhan pedagang kaki lima di pasar baru talang banjar 

2. faktor yang mempengaruhi kepatuhan pedagang kaki lima 

1.4 Rumusan Masalah 

Adapun yang menjadi rumusan permasalahan didalam penelitian ini adalah 

1. Bagaimana tingkat kepatuhan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Baru 

Talang Banjar Kota Jambi terhadap Peraturan  Kota Jambi No 12 Tahun 

2016? 

2. Apakah terdapat pengaruh kepatuhan hukum para pedagang kaki lima 

terhadap Peraturan Daerah Kota Jambi No 12 Tahun 2016 Pasar BaruTalang 

Banjar Kota Jambi? 

1.5 TujuanPenelitian 

Tujuan penelitian ini adalahh 

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan hukum pedagang kaki lima di 

kawasan Pasar Baru Talang Banjar Kota Jambi terhadap Peraturan  Kota 

Jambi No 12 Tahun 2016. 
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2. Untuk mengetahui apakah kepatuhan hukum pedagang kaki lima 

mempengaruhi tentang Peraturan Daerah Kota Jambi No 12 Tahun 2016 Pasar 

BaruTalang Banjar Kota Jambi? 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian ini adalah 

1. Dapat mengetahui Tingkat kepatuhan pedagang kaki lima di kawasan Pasar 

Baru Talang Banjar Kota Jambi terhadap Peraturan  Kota Jambi No 12 Tahun 

2016.   

2. Dapat mengetahui Tingkat pengaruh kepatuhan hukum para pedagang kaki 

lima terhadap Peraturan Daerah Kota Jambi No 12 Tahun 2016 Pasar 

BaruTalang Banjar Kota Jambi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


